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Abstrak

Penyediaan fasilitas umum merupakan salah satu wujud tanggung jawab utama pemerintah
desa dalam mengimplementasikan desentralisasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kondisi faktual di Desa Lakekun menujukkan adanya keterbatasan sarana pelayanan
dasar, seperti akses jalan tani yang belum diaspal, penyediaan lahan pasar, serta ketergantungan
pada program air bersih pusat, yang menghambat percepatan kemajuan desa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan memberi izin kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan
penyediaan fasilitas umum di Desa Lakekun faktor serta faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan izin tersebut. Metode penelitian—yang digunakan dalam penulisan hukum ini
adalah jenis penelitian empiris. Aspek penelitian difekuskan pada kemampuan finansial,
sumber daya desa, serta kompet€nsi aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan. Data
primer dikumpulkan langsufig” di. lapangan melalui'/teknik~wawancara kepada 17 orang
responden yang ditarik pfehggupakan teknik sampel jeruh,) yang\terdiri dari Kepala Desa,
aparat desa, Badan Petmusyawaratany Desa (BPD), dan maSyarakat setempat. Selain itu,
pengumpulan data jdga ditunjang melalui-studi dekumenter terhadap. xegulasi dan literatur
terkait, yang kemudian didnaligi$’secafa_deskriptif kpalitatif. Hasil penglitian menunjukkan
bahwa implementasi kewentangan) formal Kepala-Desa' Lakekun_dalam/ penyediaan fasilitas
umum secara regulatif sudah begjalan dengan-sangat/baik (98%). Kepala Desa diakui memiliki
legitimasi hukum sesuai amanat/UndangyUndang /Nomors3,Tahun 2024 tentang Desa dan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)dalaia-perencandan pembangunan,/menetapkan kebijakan
melalui forum musyawarah desa,“setta memegang kekuasaan penuh/ pengelolaan keuangan
desa. Meski begitu, pelaksanaan fungsi t€knis.ditapangan masih tethambat oleh empat faktor
utama, yaitu: 1) Faktor Rinansial berupadketerbatasantanggaran-akibat kebijakan pemotongan
dana pusat yang memicu thinimnya insentif nakes Pustusertd/ketiadaan kendaraan operasional
desa; 2) Faktor Partisipasi \Masyarakat-ddii"Frarisparansi SDM/yang dinilai kurang optimal
akibat lemahnya koordinasi dya arah pada tahap perencanaan awal, sehingga memicu rusaknya
lahan yang menyebabkan bangufian-pasar-desa-mangkrak~dan beralihnya fungsi; 3) Faktor
Geografis dan kondisi alam seperti jalan medan yang rusak, deker yang patah, dan ancaman
luapan Kali Serin yang menuntut biaya rekonstruksi tinggi; serta 4) Tingkat Kepemimpinan
kolaboratif lintas sektor yang belum berjalan secara penuh (100%) mengingat sisa masa jabatan
Kepala Desa yang masih berlangsung.

Kata Kunci: Wewenang Kepala Desa, Fasilitas Umum, Pemerintahan Desa,
Pembangunan Partisipatif.
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PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah
penyelenggara urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat. Penyelenggara
Desa sangat memiliki wewenang, dan
setiap penyelenggaraan pemerintah kepala
desa bertanggung jawab kepada badan
permusyawaratan dan  menyampaikan
laporan pelaksanaan pemerintah kepada
bupati.! Keberadaan desa merupakan
cerminan dari kualitas desa berhasil atau
tidaknya pemerintahan suatu negara dan
pelaksanaan demokrasi di daerah. Hal ini
sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa
agar terwujud kehidupan demokratis.
Kepemimpinan desa sangat penting dalant
perjalanan negara. Hal ini karena-dalam

pemerintahan desa merupakan bagian atau C

bagian kecil dari kegiatanpemerintahan.
Oleh karena itu, kéberaddan® desa
membutuhkan  perhatrian - besar, /Jzdari
pemerintah pusat ddm” daerah. Selain it}

banyak peran khusus§ pemetintah\desa yditu—
peran kepala desa yang masih belum | las.‘
Peran yang dimaksud| adalah peran kepala
desa dalam kebijakan\untuk’merén¢anakan, —

melaksanakan dan mengeyaluasi
pembangunan desa.\\ Hal ini->dapat
menyebabkan adanya praktik korupsi oleh
kepala  desa.  Berdasarkan / laporan
pemantauan tren penindakan kasiis Kogrupst

tahun 2025 yang dilakukan\oleh Indonesid"'s

Corruption Watch (ICW), ‘selama tahun
2024 tercatat kasus korupsi yang-paling
banyak terjadi pada sektor anggaran desa,
yakni sebesar 364 kasus. Data Indonesia
Corruption Watch (ICW) menunjukkan
bahwa dari 19 sektor yang terpantau, sektor
desa menjadi penyumbang kasus korupsi
terbanyak dengan total 77 kasus.?

! Masrul Huda et al., “Peran Kepala Desa
Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa (Studi Pada
Pengelolaan Pasar Di Desa Susukan , Kabupaten
Cirebon),”  Journal Of Islamic  Business
Management Studies 6, no. 1 (2025), Him.1-10.

2 Ronny Hisage, “Desa Menjadi Sektor
Terbanyak Dengan Kasus Korupsi,” Radio
Republik Indonesia, 2025, https://rri.co.id/anti-
korupsi/1890471/desa-menjadi-sektor-terbanyak-
dengan-kasus-korupsi.
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Desa Lakekun merupakan salah satu
desa di Kecamatan Kobalima, Kabupaten
Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Desa ini memiliki luas wilayah 73.200
Ha/km2 dan jumlah penduduk 1.440 jiwa.?
Desa Lakekun memiliki berbagai potensi
sumber daya alam dan manusia yang dapat
dikembangkan  untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Fasilitas
umum di Desa Lakekun meliputi sarana
kesehatan, sarana pendidikan, tempat
ibadah, pasar, sarana air bersih, dan lain-
lain. Fasilitas umum tersebut sangat penting
bagi masyarakat untuk menjalankan
aktivitas sehari-hari, seperti pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Namun, terdapat
beberapa fasilitas di Desa Lakekun yang
kuraitlg. memadai seperti sarana persediaan
air bersthindimana sistem distribusi tidak

~ferericana dehgan baik, banyak pipa dan
keran aif_yang-tusak atau bocor dan juga
jarfingan pipa, belum menjangkau semua
warga. Selain)itu bagi warga yang sakit

_—akses_ke-fasilitas kesehatan sedikit jauh,

—kurangnyay fasditas/ | pendidikan seperti

—ruadg Kkelas yang /dalam kondisi rusak
—pingan danberat;-bukli pelaran yang minim,

dan kurangnya // ketersediaan  akses

' teknologi. Berdasarkan Data Badan Pusat

Statistik (BPS) Kiab. Malaka, terlihat jelas
adanya kekurangan fasilitas pendidikan di
Kecamatan Kobalima. Dari 8 Desa yang

“"“ada; hanya tersedia 2 SMA dan 2 SMK,

namun tidak'satu pun dari sekolah tersebut
yang—berada di Desa Lakekun. Selain
sulitnya akses sekolah, Desa Lakekun juga
mengalami masalah kesehatan yaitu
sebagai desa dengan jumlah penduduk
kekurangan gizi terbanyak di Kecamatan
Kobalima.* Kurangnya fasilitas umum ini
bukan hanya masalah infrastruktur fisik,

3 Pembangunan  Daerah  Tertinggal

Kementerian Desa and Transmigrasi, “Profil Desa
Lakekun : Kependudukan Dan Wilayah (SID),”
Sistem Informasi Desa (SID), 2024,
https://www.google.com/search?q=https://sid.keme
ndesa.go.id/profile/5321042007.

4 Badan Pusat Statistik Kabupeten Malaka,
“Kecamatan Kobalima Dalam Angka 2024,”.
https://malakakab.bps.go.id/id.
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tetapi juga hambatan besar bagi kemajuan
desa. Dilihat secara garis besar masyarakat
desa Lakekun kabupaten Malaka sangat
memerlukan adanya sarana dan prasarana
infrastruktur untuk mempermudah
masyarakat dalam melakukan aktivitas
mereka sehari-hari. Masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian
empiris dengan fakta-fakta yang diambil
dari perilaku manusia. Mengumpulkan data
secara langsung melalui tanya jawab
berdasarkan pertanyaan yang disusun oleh
peneliti untuk memperoleh data dan
informasi yang diperlukan. Data yang

secara  Deskriptif  kualitati
menguraikan data yang te /
dengan memberikan pena aKYa g logis
dan benar sesuai dengg akt@van ada

&

HASIL dan PEMBA
1. Wewenang

Penyediaan
Desa Lakeun

pemerintah desa untuk menjalankan

urusan desa serta memberikan
pelayanan publik yang optimal.
Secara  mendasar, penyediaan
fasilitas umum adalah upaya sadar
dan terencana untuk membangun
sarana prasarana yang mendukung
aktivitas sosial-ekonomi
masyarakat guna mencapai tujuan
pembangunan di tingkat lokal.
Dalam pelaksanaan pengadaan
fasilitas  tersebut,  diperlukan
koordinasi yang sinergis antara
Kepala Desa dengan masyarakat.
Hal ini penting agar proses
penentuan prioritas fasilitas yang
akan dibangun benar-benar sesuai
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dengan kebutuhan riil warga Desa

Lakekun. Tanpa dukungan

masyarakat, proses pembangunan

fasilitas umum seringkali tidak tepat
sasaran atau bahkan tidak terawat.

Oleh  karena itu, hubungan

harmonis antara pemerintah desa

dan masyarakat harus terus dibina.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan

wewenang Kepala Desa dalam

penyediaan fasilitas umum di Desa

Lakekun akan dianalisis melalui 2

indikator utama, yaitu:

a) Wewenang kepala desa
dalam penyediaan fasilitas
umum
Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan di Desa

Lakekun, indikator pertama

diukur adalah

nengenai wewenang

Desa dalam

iaan fasilitas umum.

anggapan responden
nmaengenai wewenang

{Vy pada tabel berikut :
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Tabel 4.1.1
Tanggapan Responden Mengenai Indikator

Wewenang Kepala Desa dalam Penyediaan Fasilitas
Umum di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka

Pernyataan

Kategori Penilaian

SS

KS

TS

Jumla

Kepala Desa
memiliki
Kewenangan
dalam
1 merencanaka
n
pembanguna
n fasilitas
umum desa

17

53%

47%

0%

0%

100%

Kepala Desa
berwenang
menetapkan
kebijakan
pembanguna
n fasilitas
umum
melalui
musyawarah
desa

10

41%

Kepala Desa
berwenang
mengelola

anggaran
desa untuk
pembanguna
n fasilitas
umum

53%

Kepala Desa
menjalankan

wewenangny

a sesuai

4 dengan
ketentuan
peraturan

perundang-
undangan

A\

59%

Kepala Desa
bertanggung
jawab atas
penyediaan
dan
pemeliharaa
n fasilitas
umum desa

11

65%

35%

0%

Jumlah

46

37

85

Rata-rata

9.2

7.4

0.4

17

Persentase

54
%

44
%

2%

%

100%

Sumber: Data Primer, 2025

3 Setianingsih and Amarini, “Analisis Yuridis
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa
Petir  Kecamatan

Banjarnegara.”
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Berdasarkan tabel diatas,
dapat dijelaskan bahwa masyarakat
Desa Lakekun memberikan respon
yang positif terhadap pelaksanaan
wewenang Kepala Desa. Kepala
Desa diberikan wewenang bersama
aparat desa untuk mengelola sendiri
urusan pemerintahan di wilayahnya
(Desentralisasi). Sama  halnya
dengan tingkat desa, Kepala Desa
memiliki  kewewenangan untuk
merencanakan pembangunan sesuai
dengan kondisi atau potensi yang
dimiliki oleh desa tersebut.’ Hal ini
enunjukkan bahwa masyarakat
akui hak legalitas Kepala Desa
enyusun rencana kerja di
akekun, Kecamatan

Kabupaten = Malaka.
la Desa wajib
ertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan pembangunan
(f(g/s% oleh karena itu Kepala Desa

eényusun an  menyampaikan
pertanggungjawaban
egiatan pembangunan

musyawarah desa,
ra memaparkan laporan
ngjawaban kegiatan
pembangunan fasilitas umum dan
rikan tanggapan atas
masukkan peserta musyawarah
desa. Musyawarah desa adalah
musyawarah antara badan
permusyawaratan desa (BPD),
Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.’ Kepala
Desa juga harus memenuhi
kewajiban  untuk  memberikan
laporan pertanggungjawaban yang

¢ Mema, Budiartha, and Sutama, “Peranan
Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di
Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah,
Kabupaten Sumba Barat Daya.”
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transparan, sehingga kepercayaan
masyarakat tetap terjaga dan
pembangunan fasilitas umum dapat
dirasakan =~ manfaatnya  secara
berkelanjutan. Pengelolaan dana
desa sangat penting dilakukan oleh
Kepala Desa dan Aparat Desa,
dimana untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan desa salah satunya
adalah dengan cara melakukan
pengelolaan  lebih  transparan,
akuntabel, dan partisipatif serta
sesuai peraturan yang berlaku.’
Semakin baik dan berkualitasnya
Aparat Desa, komitmen organisasi,
dan transparansi, maka akan
meningkatkan pengelolaan d
desa. Sebagai Pemegang Ke as
Pengelolaan
(PKPKD)

Bapa ¢

utama  dalam
wewenang  ini
dukungan riil
ketersediaan

seringkali menjadi
realisasi pembangunan__fasilitas
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bangun fasilitas umum.””

b) Penyediaan Fasilitas Umum

Indikator kedua dalam penelitian ini
adalah Penyediaan Fasilitas Umum.
Pada indikator ini peneliti dapat
mengukur kemampuan Pemerintah
Desa dalam menyediakan sarana
prasarana yang merata serta
fungsional untuk  mendukung
aktivitas masyarakat. Berdasarkan
hasil  kuesioner terhadap 17
respoden, diperoleh data sebagai

berikut:
Tabel 4.1.2
Tanggapan Responden Mengenai Indikator
Wewenang Kepala Desa dalam Penyediaan
Fasilitas Umum di Desa Lakekun, Kec.

Kobalima, Kab. Malaka.

\Kategori Penilaian Juhmla
N\

SS \s KS | TS

>

2 8 / 9 oo | 17
=

47 53 0

o o 0% o 100%

umum. Dalam wawancaranya
mengatakan: “Menurut saya Bapak
Desa tidak bisa berjalan sendiri.
Kunci  supaya wewenang itu
berhasil ya harus ada dukungan
penuh dari masyarakat dan tentu
saja ada anggarannya. Kalau
anggarannya terbatas atau
masyarakatnya  kurang  bantu,
bapak Desa mau punya wewenang
sebesar apapun pasti susah mau

7 Afri Anton et al., “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Dimediasi

Oleh Pengelolaan Dana Desa,” Riset & Jurnaal
Akuntansi 7, no. 4 (2023), Him.21-29.
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41 12 0 o
% % % 100%
desa
Kondisi 2 14 1 0 17
jalan desa
3 sudah
. 12 82 0
memadai v % 6% % 100%
Fasilitas air
bersih 3 14 0 0 17
tersedia
4 dan dapat
di k ‘ 18 82 0% 0 100%
1gunakan A A (1] % (0]
masyarakat

8 Kementerian Dalam Negeri, Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

® Wawancara Sekretaris Desa Lakekun, Pada
Tanggal 17 Oktober 2025
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Fasilitas kesehatan dasar sudah terpenuhi di
kesehatan 3 14 0 0 17 . .
desa dapat setiap wilayah masyarakat Desa

5 | menunjang 18 | % 0 Lakekun. Meskipun pemerintah
pelayanan | o | o | 0% | o | 100% desa telah melakukan berbagai
masyarakat . .
Fasilitas pembangunan fisik, hasil
pendidikan | 7 | 9 | 1 17 wawancara dengan masyarakat
desa menunjukkan adanya beberapa

6 | mendukun

Kegi 4l kebutuhan mendalam yang belum
g kegiatan 53 6% 0 100% . X
belajar % | % % sepenuhnya terpenuhi, antara lain
masyarakat infrastruktur jalan dan drainase,
fasilitas : :
umum desa | 6 | o | 2 17 pemenuhan air bersih, Lampu

5 | terawat dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

berfungsi | 55 | 53 | 5 | Pemerintah desa telah berhasil
0, .
gzli’lfa“ % | % | % | % | 100% dalam penyediaan sarana
kesehatan dasar, namun masih
Jumlah 37 |76 | 6 | 0 | 119 memiliki tantangan besar pada
infrastruktur jalan yang aman dan
Rata-rata 53 1;)‘ 09 | 0 / kemandirian air bersih.
€ \ SAD A depannya, alokasi Dana Desa
Persentase 31 | 64 <10 %0% //V di kan lebih fokus pada
% | % % . .
° N N @ ingKatan kualitas jalan
Sumber: Olah. 4 ) ( isasifaspal) untuk menjamin
Berdadarkan el ~diatas] b esedﬁnata arga dan kelancaran
sebanyak 95%./ ([“tesporden @ espkono pertanian.
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memberikan| res

Setuju dan |31 j kt&:v ngtor ang Memengaruhi
Hal ini nunjukkat \ Pe ksaﬂg}lfh Wewe¢nang Oleh Kepala
secara umu sa~_Plésa 90

Berdasarkan hasil
1 lapangan, pelaksanaan
Kepala Desa dalam

n fasilitas umum di Desa
dipengaruhi oleh

Lakekun mer
dari Pemerin
menyediakan
berbagai wilaya
secara merata.

penelitian menunj adanya b pa faktor seperti partisipasi
kesenjangan antara ketérsediaar Masyarakat, sumber daya manusia,
fisik dengan kualitas layanan yang hingga kondisi geografis menjadi
sebenarnya  dibutuhkan  oleh penentu optimal atau tidaknya
masyarakat. Pemerintah Desa pelayanan publik di tingkat desa.

Lakekun telah  menunjukkan
komitmen dalam pemenuhan
fasilitas dasar melalui alokasi
Dana Desa. Berdasarkan informasi
dari Ibu Adriana Tahao (Anggota
BPD), pemerintah desa telah
berhasil membangun Posyandu di
setiap dusun. Hal ini menjelaskan
mengapa dalam hasil kuesioner,
sebanyak 88% responden
memberikan nilai positif pada
aspek pemerataan, karena fasilitas

IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026



DOl : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

Tabel 4.2.1
Tanggapan Responden Mengenai Indikator
Hambatan Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa
dalam Penyediaan Fasilitas Umum di Desa Lakekun,
Kec. Kobalima, Kab. Malaka

Juml

Kategori Penilaian ah

nyataan
SS S KS | TS

Keterbatas
an 7 9 1 0 17
anggaran
desa
menjadi
hambatan

utama 401/1 3/3 6% | 0% | 100%
penyediaa ¢ ¢
n fasilitas
umum
Kurangnya
partisipasi 5 9
masyaraka

0
t
) menghamb / %
at 29 | 5 \&1%
%

A\

X

pembangu %
nan
fasilitas

umum iU
——
—
=3
)
p—

MY

Faktor
geografis 1 8
dan

kondisi

alam desa
3 | menjadi
kendala 47\| 18 | 29 1

0
pembangu 0 % % %

nan 4%%
fasilitas 4s
umum \ Wap
3|
\

Koordinasi
antara 2 12 0

P~
— |

14

/;‘:é

17

pemerintah —
desa dan
4
masyaraka 12 71 18
t  belum % o 0% o 100%
berjalan ¢ ¢ ¢
optimal
Jumlah 15 38 4 11 68
Rata-rata 38 | 95 | 1.0 | 2.8 17

22 56 6 16 o
Persentase o, % % % 100%

Sumber: Olahan Data Primer, 2025
Faktor sarana dan prasarana
merupakan instrumen fisik maupun
finansial yang menentukan sejauh
mana wewenang Kepala Desa dapat
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diimplementasikan.  Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan,
faktor ini menjadi kendala yang
paling signifikan di Desa Lakekun.
Hal ini dibuktikan melalui data
kuesioner pada tabel nomor 1, di
mana sebanyak 94% responden
(41% Sangat Setuju dan 53%
setuju) menyatakan bahwa
keterbatasan anggaran desa menjadi
hambatan utama dalam penyediaan
fasilitas umum. Kondisi ini
diperparah dengan adanya
kebijakan pemotongan anggaran
dari  pemerintah pusat yang
berdampak langsung pada APBDes
Lakekun. Faktor partisipasi
asyarakat dan kualitas SDM
: desa merupakan pilar
dalam keberhasilan
wewenang Kepala

partisipasi
enjadi penghambat
nbangunan  fasilitas

liti pada unit bangunan pasar
desa yang terbengkalai. Akibat
sengketa lahan dengan pemilik
tanah, bangunan tersebut saat ini
tidak  berfungsi  sebagaimana
mestinya. Kondisi infrastruktur dan
letak geografis merupakan faktor
eksternal yang secara langsung
mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan wewenang Kepala
Desa dalam pengadaan fasilitas
umum. Berdasarkan hasil kuesioner
pada Tabel 4.2.1 poin ketiga,
sebanyak 53% responden (6%
Sangat Setuju dan 47% Setuju)
mengakui bahwa faktor geografis
dan kondisi alam desa menjadi
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kendala  dalam  pembangunan
fasilitas umum. Meskipun
persentasenya lebih rendah
dibandingkan faktor anggaran,
namun  fakta di  lapangan
menunjukkan bahwa tantangan fisik
di  Desa  Lakekun  sangat
memprihatinkan. Peneliti
menemukan bahwa kondisi jalan di
dusun-dusun masih dalam keadaan
rusak parah. Berdasarkan hasil
kuesioner pada Tabel 4.2.1 poin
keempat, sebanyak 71% responden
menyatakan Setuju (S) dan 12%
menyatakan Sangat Setuju (SS)
bahwa koordinasi antara
pemerintah desa dan masyarakat
belum berjalan optimal. Tingginya
angka persentase ini (83%)

mengindikasikan bahwa

kepemimpinan Kgpala Dé&sadi Desa
Lakekun  mdsih - menghéadapi
tantangan begat dalam membangufy

pola komunikasi “4angV/Sinefgis-—

Efektivitas wewenarig Kepala Desa

tidak hanya| difentukdn \oleh
kepatuhan tethadap’ aturan, tetapi—

juga oleh kemampuan manajeriat
untuk merangkul berbagatfapisan
kepentingan. Woordinasi  yang
belum optimal ‘dapat-bérdartipak
pada  hambatanthambatanis,, dt

lapangan, seperti masalah legalitas”"'>™"

lahan pasar yang telah dibahas
sebelumnya, yang sebenarnya-dapat
diatasi melalui pendekatan
kepemimpinan yang lebih persuasif
dan komunikatif.

KESIMPULAN

1.
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Implementasi wewenang Kepala
Desa Lakekun dalam penyediaan
fasilitas umum telah berjalan
dengan sangat baik. Hal ini
didukung oleh pengakuan
masyarakat  melalui  kuesioner
sebesar 98% yang menyetujui
otoritas Kepala Desa dalam
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merencanakan pembangunan,
menetapkan  kebijakan  melalui
musyawarah, serta memegang
kuasa pengelolaan keuangan desa
sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 dan
Permendagri Nomor 20 Tahun
2018. Kepatuhan terhadap asas
kepastian hukum tercermin dari
komitmen aparat desa dalam
memenuhi hak-hak dasar warga.

. Faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan wewenang kepala desa
dalam penyediaan fasilitas umum
dihambat oleh empat faktor utama:
Faktor Finansial
(Sarana/Prasarana): Keterbatasan
anggaran kas desa akibat kebijakan
pemotongan dana pusat
beriniplikasi pada  minimnya
isentifleperasional tenaga medis
Pustu, dan) ketiadaan kendaraan

~operagional “desa untuk distribusi
Cmdtertal pembangunan.
. Eaktor _Partisipasi Masyarakat &

Transpatansi SDM: Lemahnya pola
koordinasi dya arah berujung pada
timbulnya //konflik kepemilikan

“lahan, sepé¢rti pada kasus bangunan

pasar desa/yang kini mangkrak dan
beralth /fungsi menjadi tempat

 beftedull hewan ternak serta lokasi

judi/bingo akibat tidak
dilibatkannya warga sejak tahap
perencanaan awal.

Faktor Geografis: Kondisi medan
yang berat, rusaknya sejumlah
deker (jembatan kecil), dan
ancaman luapan air Kali Serin
memerlukan biaya pembangunan
yang jauh lebih tinggi.

. Faktor Kepemimpinan: Model

koordinasi internal dan eksternal
(kolaboratif lintas sektor) yang
dijalankan saat ini belum berjalan
optimal 100% karena sisa masa
jabatan yang masih berjalan.
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